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Prakata Penulis  
 

 

 Puji syukur kepada Allah Swt., yang telah 

memberikan kemudahan dan kasih sayang-Nya sehingga 

penyusunan buku ini bisa berjalan dengan lancar. Buku 

yang berjudul “Gig Economy dan Hak Atas Upah: 

Tantangan Regulasi Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia” 

sebagai hasil pemikiran dan diskusi panjang penulis untuk 

bagaimana membedah dan menyajikan informasi berbasis 

pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca di mana 

pun berada. 

 Ada beberapa hal yang ditekankan pada buku ini 

yakni: Pertama, urgensi pelindungan pengupahan bagi 

pekerja gig economy sektor transportasi dalam hukum 

ketenagakerjaan di Indonesia, merupakan hal yang 

mendesak. Ketiadaan kepastian penghasilan kemudian 

mengakibatkan minimnya kemampuan untuk menggapai 

kehidupan yang layak dan meningkatkan kontribusi 

kemiskinan. Pekerja gig economy sektor transportasi dalam 

hukum ketenagakerjaan dapat berikan pelindungan hukum 
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berupa: pelindungan hukum preventif dan pelindungan 

hukum preventif. Pekerja gig membutuhkan adanya 

peraturan khusus yang secara tegas mengatur mengenai 

kedudukan pekerja gig economy dan pelindungan 

hukumnya, baik secara preventif dan represif. 

Kedua, pelindungan hukum pengaturan tarif yang 

diberikan oleh Kementerian Perhubungan bagi pekerja gig 

economy di Indonesia, termaktub dalam Kepmenhub Nomor 

KP 1001 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Kepmenhub 

Nomor KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman perhitungan 

biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk 

kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. 

Pengaturan tersebut belum memberikan pelindungan hukum 

dan jaminan kepastian tarif yang berdampak pada upah 

yang dihasilkan oleh pekerja gig economy sektor. 

Lebih jauh, pelindungan hukum terhadap pekerja gig 

economy tidak dapat berhenti pada aspek tarif semata, 

melainkan perlu dikembangkan menuju sistem perlindungan 

yang lebih komprehensif mencakup jaminan sosial, 

keselamatan kerja, mekanisme penyelesaian sengketa, 

perlindungan data pribadi, serta pengawasan terhadap 

penggunaan algoritma digital yang memengaruhi akses 

pekerjaan dan pendapatan pekerja.  
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Dengan demikian, regulasi tarif dapat dipandang 

sebagai fondasi awal dalam membangun tata kelola 

ekonomi digital yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi 

pada kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat, juga 

mendukung terwujudnya visi Indonesia sebagai negara 

digital yang tidak hanya unggul dalam inovasi teknologi, 

tetapi juga mampu menghadirkan keadilan sosial bagi 

seluruh warga negara. Melalui penguatan regulasi, 

peningkatan kesadaran hukum, dan kolaborasi antara 

pemerintah, perusahaan platform, akademisi, serta 

masyarakat sipil, pelindungan terhadap pekerja gig 

economy dapat diwujudkan secara lebih optimal. Dengan 

demikian, transformasi digital yang sedang berlangsung 

tidak hanya menghasilkan kemajuan ekonomi, tetapi juga 

memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan 

kesejahteraan yang menjadi tujuan utama pembangunan 

nasional. Selamat membaca…! 

Juni 2026 

Penulis 
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“The precariat is a class in the making.” 

(Standing, The Precariat: The New Dangerous Class, 

2011) 

Pandangan ini menunjukkan bahwa pekerja gig 

economy membutuhkan perlindungan hukum yang lebih 

kuat, termasuk kepastian mengenai mekanisme 

pengupahan yang adil dan transparan. 

 


